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ABSTRAK 

Muhammad Sakinul Jinan: ”Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama 

dalam Kompilasi Hukum Islam”, di bawah 

bimbingan I: Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum dan 

bimbingan II: Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA pada 

Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari 

Banjarmasin, 2024. 

Kata Kunci: Kritik, Nafkah, Harta Bersama 

 Penelitian ini dilatarbelakangi problematika yang ada pada aturan nafkah 

dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu kekaburan hukum 

terhadap kasus istri sebagai pencari nafkah utama (female breadwinner) yang 

terjadi karena pembagian harta bersama dengan porsi 50:50 secara mutlak 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 KHI. Ketika terjadi penelantaran oleh 

suami dalam nafkah yang menjadi kewajibannya, istri tidak dilarang menggantikan 

peran suami untuk memenuhi nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Saat harta 

terkumpul dari usaha istri dengan beban gandanya dan terjadi perceraian, justru 

muncul peluang mantan suami untuk mempersengketakan harta bersama yang 

didapat istri melalui Pasal 97 KHI. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang berlaku dan 

memahami penyebab serta akibat dari aturan KHI terkait nafkah dan harta bersama 

ketika berhadapan dengan istri pencari nafkah agar bisa menemukan bentuk hukum 

yang ideal terhadap kasus persengketaan harta bersama terkait istri sebagai pencari 

nafkah utama. 

 Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian normatif 

dengan menggunakan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual untuk melakukan analisis secara komprehensif dengan 

analisis preskriptif. 

 Hasil temuan penelitian mendapati bahwa aturan yang berlaku pada 

pembagian harta bersama yang mutlak ½ oleh Pasal 97 KHI terbukti problematik 

terhadap kasus khusus lantaran tidak cocok dengan konteks istri sebagai pencari 

nafkah utama, terutama ketika suami melalaikan nafkah yang faktanya nafkah itu 

adalah hal yang diwajibkan oleh KHI kepadanya, sehingga aturan KHI tidak selaras 

dengan asas dan tujuan hukum yang berakibat pada ketidakadilan. Oleh karena itu 

peneliti memberikan kritik secara mendalam serta menawarkan aturan yang sesuai 

dengan cara menutup semua celah yang ada dalam kritik dari peneliti sehingga 

tercapai hukum ideal yang berkeadilan.  
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 Th : ط .A   16 : ا .1

 Zh : ظ .B   17 : ب .2

 ‘ : ع .T   18 : ت .3

 Gh : غ .Ts   19 : ث .4

 F : ف .J   20 : ج .5

 Q : ق .H   21 : ح .6

 K : ك .Kh   22 : خ .7

 L : ل .D   23 : د .8

 M : م .Dz   24 : ذ .9

 N : ن  .R   25 : ر .10

 W : و .Z   26 : ز .11

 H : ه .S   27 : س .12

 ‘ : ء .Sy   28 : ش .13

 Y : ي .Sh   29 : ص .14

 Dh : ض .15

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 a Fathah ـــ ِ

 i Kasrah ـــ ِ

 u Dhammah ـــ ِ
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Kata Sandang: Contoh: (الر ِّجَال)  al-rijâl bukan ar-rijâl, ِِ(د ِّيوَان ال)ِِ al-dîwân bukan 

ad-dîwân.ِ 

Syidah: Misalnya, kata (الض رُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-

dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

ي   ـَ  ai a dan i 

و   ـَ  au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut. 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 â a dengan topi di atas بَ 

 î  i dengan topi di atas بِّ 

 û u dengan topi di atas بوُ

 

3. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf  

kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân. 

 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan 

menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak 

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang 

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضركرة) tidak ditulis ad-

dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 
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5. Ta’ marbûthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat 

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti 

oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut 

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ 

(lihat contoh 3). 

No. Kata Arab Alih Aksara 

  Tharîqah طرَِّيْـقَه .1

الإِّسلامِّيَّة  الْْاَمِّعَة .2  Al-Jâmî’ah al-Islâmiyyah  

الْوُجُوْد  وَحْدَة .3  Wahda al-Wujûd 

 

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih 

aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang 

berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-

Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut 

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam 

alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya 

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd 

al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 
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7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam Bahasa Arab. 

Kata Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustâdzu ذَهَبَ الْلأُ سْتَاذُ 

الَْْجْرُ  ثَـبَتَ   tsabata al-ajru 

الْعَصْرِّيَّة الْْرَكَة   al-harakah al-‘ashriyyah 

الل إِّلاَّ  لاإَِّلَهَ  أَنَّ  أَشْهَدُ   asyhadu an lâ ilâha illa Allâh 

الصَّلِّح مَلِّك مَوْلَانَ   mawlânâ Malik al-Shâlih 

الل  يُـؤْثِّركُُمُ   yu’tsirukum Allâh 

الْعَقْلِّيَّة الْمَظاَهِّر   al-mazhâhir al-‘aqliyyah  

سْتِّطْلاَ  حُب   عالإِّ  hub al-istithlâ’ 

ان الْْيَـَوَ  مِّنَ  الْمَصْنُـوْعَة الْمَادَّة  al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân 

الْعَيِّْ  طرَْفُ   tharf al-‘ayni 

 al-musâhamah, man salaka tharîqan الْمُسَاهَََة 

طرَِّيْـقًا  سَلَكَ  مَنْ   man salaka tharîqan 
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